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ABSTRAK

Bagi John Locke tidak seorangpun dapat memiliki kekuatan politik tanpa persetujuan
rakyat. Hal ini berarti pada hakikatnya seluruh aktivitas rakyat akan ditentukan oleh
persetujuan rakyat. Namun, hanya manusia yang bebas (bukan budak) yang bersepakat
untuk berpikir dan bertindak dalam satu pemerintahan yang berdaulat disebut sebagai
masyarakat sipil. Pemerintah inilah yang kemudian memiliki tugas dalam melindungi
kehidupan kebebasan, dan kepemilikan rakyat. Hubungan antara politik dan hukum
sangat akrab, hukum merupakan peraturan perundang- undangan yang sebenarnya
adalah kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling
mempengaruhi. Politik hukum diartikan sebagai garis resmi kebijakan negara untuk
membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan guna mencapai cita-cita dan
tujuan negara seperti yang terdapat pada pembukaan UUD NRI 1945 alenia IV. Salah
satu wujud keberpihakan Negara adalah merealisasikan amanah konstitusi ke dalam
regulasi yang berpihak kepada rakyat. Pesantrean memiliki peran penting dalam
berbagai aspek kehidupan kebangsaan.lima poin penting yang menunjukan keberpihakan
Negara terhadap pesantrean dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2019 adalah : akses
dan pengakuan Negara terhadap pesantren, menjaga komitmen kebangsaan, pengakuan
tradisi akademik pesantren, menjaga kekhasan pesantrean, menjaga indepedensi
pesantren. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis.
Tujuan ini bertujuan untuk memahami arah kebijakan Negara dan keberpihakan Negara
terhadap pesantren dalam istilah kontrak social Jean Jacquess Rousseau yang disahkan
dalam UU.No.18 Tahun 2019.

Kata Kunci: kontrak social, Negara, UU Pesantren
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ABSTRACT

For John Locke no one can have political power without the consent of the people. This
means that essentially all people’s activities will be determined by the people’s approval.
However, only free humans (not slaves) who agree to think and act in one sovereign
government are referred to as civil society. It is this government that then has the duty to
protect life, freedom, and people's property. The relationship between politics and law is
very intimate, law is a statutory regulation which is actually the crystallization of political
wills that interact and influence each other. Legal politics is defined as the official line of
state policy to make and stipulate laws and regulations in order to achieve the goals and
objectives of the state as contained in the preamble of the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia, paragraph V. One of the manifestations of the state's alignment
is realizing the mandate of the constitution into regulations that are pro-people. Islamic
boarding schools have an important role in various aspects of national life. 18 of 2019
are: State access and recognition of Islamic boarding schools, maintaining national
commitment, recognition of Islamic boarding schools' academic traditions, maintaining
the uniqueness of Islamic boarding schools, maintaining the independence of Islamic
boarding schools. This research is a qualitative research with a juridical analysis
approach. This objective aims to understand the direction of State policy and the State's
alignment with Islamic boarding schools in terms of Jean Jacquess Rousseau's social
contract which was passed in UU.No.18 of 2019.

Keywords: Social contract, state, Islamic boarding school.

PENDAHULUAN

Sebuah teori muncul pada abad pencerahan yang secara eksplisit menjelaskan
bagaimana suatu negara terbentuk serta berasal dari manakah kekuasaan yang muncul
sebagai penjalan dari adanya negara. Teori ini dapat dikatakan merupakan teori yang
paling relevan untuk menjelaskan bagaimana suatu negara yang diidealkan dapat
terbentuk. Karena teori ini menjelaskan perolehan kedaulatan dan legitimasi rakyat oleh
suatu negara didapat dari adanya kesepakatan atau perjanjian antara sang penguasa dan
yang dikuasai, dimana yang dikuasai menyerahkan beberapa hak yang dimilikinya untuk
diatur oleh sang penguasa demi terbentuknya suatu negara yang diidamkan.

Teori kontrak sosial muncul dan berkembang dengan sangat dipengaruhi oleh
perkembangan yang ada pada abad Pencerahan dimana pada masa ini ditandai dengan
munculnya rasionalisme dan humanisme pemikiran manusia yang ajaran ini
menenmpatkan manusia sebagai penentu sistem (subyek sistem) serta pengatur
dinamikan kehidupan. Dengan munculnya pemikiran seperti ini, menandai mulai
munculnya kesadaran bahwa manusia merupakan sumber kekuasaan yang

menginsyaratkan bahwasanya sudah sejak lama manusia berhasrat untuk menciptakan,
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mengelola serta memilihara kehidupan sosial politik dengan kuat dan gagasan ini masih
sangat dipertahankan dengan benar hingga saat ini.

Sebagai pakar serta penaruh pondasi demokrasi dan liberal, John Locke sukses
menancapkan banyak pemikirannya di Inggris serta menginspirasi banyak Founding
Fathers Amerika. Sama halnya dengan Thomas Hobbes, ia memulai pemikirannya
dengan apa yang disebut sebagai kondisi alamiah (state of nature), dimana manusia pada
dasarnya memiliki kebebasan serta kemerdekaan dan hidup bersama tanpa adanya
otoritas politik. Yang berarti bahwasanya manusia bebas dari segala macam otoritas dan
kekuatan prioritas di muka bumi.

Pemahaman John Locke (1632-1704) bahwa pada hakikatnya manusia sudah
terlahir dengan keadaan kodrati yang dapat hidup dengan manusia lain secara damai
karena terdapat pengaturan dan hukum alamiah yang disadari manusia serta manusia
mempunyai akal sebagai pembeda mana yang baik dan yang brurk bagi pergaulan dengan
sesamanya. Tetapi kondisi seperti ini bukan berarti selalu mulus dan tanpa masalah.
Sebuah masalah akan muncul ketika terdapat beberapa orang dengan tindakannya yang
terbiasa didorong oleh kepentingan individu yang dapat merusak pengaturan dan hukum
alamiah menjadi kacau. Selain itu, pihak yang dirugikan atas pelanggaran tersebut tidak
punya cukup power untuk memberi sangsi pada si pelanggar.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren disahkan oleh Presiden
Joko Widodo dan dinyatakan sebagai kado untuk orang-orang pesantren, pada hari santri 22
Oktober 2019. Akan tetapi pernyataan bahwa undang-undang tersebut dianggap sebagai
kado atau hadiah untuk kaum santri, justru dirasa kurang tepat. Hal ini karena pengesahan
UU No. 18/2019 tentang pesantren bukanlah sebuah hadiah yang diperoleh tanpa kerja
keras. Namun undang-undang pesantren, lahir dengan perjuangan panjang Yyang

membutuhkan waktu tidak sebentar.

Perjuangan pesantren untuk mendapatkan pengakuan secara legal formalmulai
menemukan perhatian saat disahkannya UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.!Namun, apa yang termaktub dalam UU No. 20/2003 tersebut belum memuat

! Erfan Gazali, “Pesantren Di Antara Generasi Alfa Dan Tantangan Dunia Pendidikan EraRevolusi Industri
4.0,” OASIS : Jurnal llmiah Kajian Islam 2, no. 2 (2018).
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secara terperinci tentang pendidikan pesantren.? Perjuangan untuk mendapatkan
pengakuan dari negara secara formal ini kemudian dilanjutkan dengan mendorong
diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan
Pendidikan Mu adalah pada Pondok Pesantren. Hingga kemudian dilanjutkan dengan

perjuangan mengawal pengesahan UU No. 18/2019 tentang Pesantren.

Peran penting pesantren dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa danbernegara
tidak dapat dinafikan. Baik peran di bidang pendidikan, dakwah, maupun dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran penting pesantren sebagai lembaga pendidikan
Islam tertua di Indonesai, dapat ditelusuri jejaknya sejak zaman Walisongo. Adapun peran
pesantren dari aspek kebangsaan dan kenegaraan dapat dirunut dari peranan Kiai dan
santri dalam ikut serta merebutdan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada awal
kemerdekaan Indonesia,ketika Belanda melancarkan agresi militer, KH. Hasyim Asy’ari,
Kiai kharimatik dan pendiri Nahdlatul Ulama menyerukan resolusi jihad pada tanggal 22
Oktober 1945.2 Pasca kemerdekaan Indonesia, baik pada pemerintahan orde lama, orde

baru, orde reformasi, hingga saat ini, peran pesantren juga tidak dapat diabaikan.

Pesantren menjadi garda terdepan dalam mempertahankan multikulturalisme-
multireligius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalambentangan sejarah yang
cukup panjang, tentu pesantren telah banyak memberikan kontribusi bagi pendidikan
nasional di Indonesia seperti menjadi inspirasi dalam perumusan sistem pendidikan nasional,

mencetak tokoh intelektual pendidikan dan model pendidikan karakter.*

Sayangnya, peran penting pesantren dalam berbagai aspek kehidupan kebangsaan
ini, belum mendapatkan penghargaan sebagaimana seharusnya. Kurangnya pengakuan
ini dapat terlihat misalnya dari peran sentral santri padamasa revolusi kemerdekaan
cenderung tidak mendapatkan ruang dalam buku- buku sejarah pergerakan Indonesia.’
Selain itu, politik pendidikan Indonesia selama ini terkesan menafikan keberadaan

pesantren dan keilmuan para santri.Pada awal tahun 2000-an misalnya, masih didapati

2 Nuraeni, “Eksistensi Pesantren Dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren,” Al-Hikmah: Jurnal
Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam 3, no. 1 (2021).

3 Zainal Milal Bizawie, Laskar Ulama Santri Dan Resolusi Jihad, Garda Depan Menegakkan Indonesia(1945-1949)
(Jakarta: Pustaka Kompas, 2014).

4 Adnan Mahdi, “Sejarah dan Peran Pesantren dalam Pendidikan di Indonesia,” Islamic Review:Jurnal Riset dan
Kajian Keislaman. Vol. 1l (2013), https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview, hal.18.

5 Bizawie, Laskar Ulama Santri Dan Resolusi Jihad, Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949)., hal.1.
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seorang santri lulusan pesantrenyang memiliki pemahaman keagamaan di atas rata-rata siswa
Madrasah Aliyah Negeri, harus menerima kenyataan bahwa ijazah pesantrennya dianggap
“tidak laku” untuk meneruskan ke jenjang perguruan tinggi. Konsekuensinya adalah, bagi
santri lulusan pesantren yang ingin melanjutkan ke jenjang akademik di luar pesantren,
maka dia harus mengikuti ujian persamaan agar dianggap setara dengan lulusan sekolah yang
ijazahnya diakui oleh negara. Peristiwa ini terutama dialami oleh para santri alumni pesantren

salafiah yang tidak mengikuti standar kurikulum nasional.

Fenomena ini cukup meresahkan, karena kebijakan tersebut sama dengan menafikan
keilmuan dan proses pendidikan yang dilakukan pesantren. Dari sinilahkemudian muncul
kesadaran orang-orang pesantren untuk memperjuangkan keberadaan dirinya di hadapan
negara. Negara harus memperjelas posisi dan keperpihakannya dalam mendudukkan

pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia.

Menurut Soedarto, menjelaskan bahwa politik hukum adalah usaha untuk
mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada
suatu waktu.'® Pengertian ini dapat dimaknai bahwa politik hukum merupakan upaya
negara untuk mewujudkan hukum yang dijiwai dengan iktikad baik dan disesuaikan
dengan kondisi masyarakat yang tengah berlangsung. Ini berarti menjadikan hukum
sebagai kebutuhan masyarakat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan
negara, masyarakat dan bangsa.®

Keberpihakan negara dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut kepentingan
rakyat, dapat dilihat dari bagaimana sebuah regulasi disusun dan diberlakukan. Indonesia
adalah negara yang menerapkan sistem hukum dominan civil law system. Karenanya,
sebagaimana lazimnya civil law system yang menempatkan hukum adalah undang-undang, maka
sebuah peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan penting dalam mendorong
terealisasinya kebijakan yangtepat.” Pengesahan UU No. 18/2019 tentang pesantren dapat
dimaknai sebagai iktikad baik negara terhadap pengakuan keberadaan pesantren sebagai
bagian dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia dan sekaligus merupakan bentuk

kontrak sosial Antara Negara dan masyarakat.

® Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), h. 151.

" Tutik Nurul Janah, “Keberpihakan Negara terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan,”
IslamicReview :JurnalRisetdanKajianKeislamanVol.VI1(2017),https://journal.ipmafa.ac.id/idex.php/isla
micreview/article/downoad/126/104/, hal.210.
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METODE PENELITIAN

Untuk menyesuaikan dengan judul artikel maka penelitian ini dilakukan dengan metode
penelitian yuridis normatif untuk mendapatkan hasil yang. Metode penelitian yuridis normatif
adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan
kepustakaan atau data sekunder saja.? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat
pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan,® atau studi dokumen (documentary
study) untukmengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan,
dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-
dokumen peraturan perundangan. Cara kerja dalam metode penelitian ini adalah dilakukan
dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis
maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum
dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat

digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitan ini adalah pendekatan kualitatife
deduktif. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan
kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa
dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan
demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode
penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan kususnya undang-undang no. 18 tahun 2019 tentang pesantren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontrak social John Locke

John Locke adalah seorang filsuf sekaligus pemikir yang lahir pada medio 1632.
Dia hidup di tengah gejolak dua revolusi. Revolusi Puritan 1648 membawa kesadarannya
bahwa agama dijadikan sebagaikendaraan politik dalam menguasai suatu pemerintahan.
Revolusi Kejayaan 1688 menjadi titik tolak pemikirannya tentang manusia dan dunia.
Dia mulai memahami apa yang dibutuhkan manusia dalam menjalani hidup.
Keterpenuhan hak asasi manusia dansuatu sistem yang menjamin adanya hak asasi

tersebut adalah inti dari teori kontrak sosial Locke.

8 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu TinjauanSingkat,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), him. 13.
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Menurut Wijaya, hak-hak yang terampas dari kehidupan manusia adalah hak untuk
memiliki hidup, bebas, properti, dan kesehatan. Kontrak sosial yangdijalankan oleh suatu

pemerintahan harusmelindungi hak-hak tersebut.®

Locke memper-timbangkan bahwa seseorang pasti memiliki keinginan sendiri-
sendiri; sehingga dibutuh-kan kontrak sosial untuk melindungi kepe- milikan dan
kebebasan rakyat. Dia percaya bahwa kontrak sosial dipercaya adalah satu-satunya jalan
dalam menuju masyarakat beradab. Kontrak sosial adalah legitimasi otoritas politik
untuk membatasi kewenang-an setiap subjek dan hak dari setiap penguasadari seluruh
manusia yang secara alamiah terlahir bebas dan setara.*®

Baginya tidak seorangpun dapat memiliki kekuatan politik tanpa persetujuan
rakyat. Hal ini berarti pada hakikatnya seluruhaktivitas rakyat akan ditentukan oleh
persetujuan rakyat. Namun, hanya manusia yang bebas (bukan budak) yang bersepakat
untuk berpikir dan bertindak dalam satu pemerintahan yang berdaulat disebut sebagai
masyarakat sipil. Pemerintah inilah yang kemudian memiliki tugas dalam melindungi

kehidupan kebebasan, dan kepemilikan rakya.*!

Pada kenyatannya, manusia sudah terlahir dengan keadaan kodrati yang dapat
hidup dengan manusia lain secara damai karena terdapat pengaturan dan hukum alamiah
yang disadari manusia serta manusia mempunyai akal sebagai pembeda mana yang baik
dan yang brurk bagi pergaulan dengan sesamanya. Tetapi kondisi seperti ini bukan berarti
selalu mulus dan tanpa masalah. Menurut Locke, masalah akan muncul ketika terdapat
beberapa orang dengan tindakannya yang terbiasa didorong oleh kepentingan individu
yang dapat merusak pengaturan dan hukum alamiah menjadi kacau. Selain itu, pihak
yang dirugikan atas pelanggaran tersebut tidak punya cukup power untuk memberi sangsi

pada si pelanggar.

Pada kondisi yang kurang seimbang diantara individu manusia. Sekiranya perlu
menggunakan cara-cara tertentu  agar keluar dari kondisi yang tidak aman dengan
menciptakan kondisi artifisial dengan cara diadakannya kontrak sosial. Dimana dalam

°® D.N. Wijaya, (2014). “John Locke dalam Demokrasi”. Jurnal Sejarah dan Budaya, Vol.8, No.1, (2014):
13-24

10 M. Lessnoff, (1990). Social Contract Theory. Oxford: Basil Blackwell

11 7. Richards, L. Mulligan, & J. Graham. (1981). “Property and People: Political Usages of Locke and
Some Contemporaries”. Journal of the History of Ideas. Vol. XLII, No. 1 (1981):29-52.
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kontrak sosial Locke, kewenangan yang akan diberikan pada calon pemegang
kewenangan tidak diberikan selurunnya melainkan hanya sebagian saja. Hubungan
diantara pemeberi kewenangan dan pemegang kewenangan tidak hanya sebatas

hubungan kontraktual saja, melainkan juga hubungan saling kepercayaan.

kondisi masyarakat sipil merupakan kondisi murni bentukan atas kepercayaan
masyarakat dan sama sekali bukan ketetapan otoritas suci Tuhan. Tugas negara dalam
kontrak sosial John locke adalah untuk melindungi serta menjaga hak milik warga negara.
Suatu pemerintahan baru dapat dijalankan atas dasar persetuuan dari masyarakat dan
bukan hak suci pemegang kekuasaan. Kesempatan dan kewenangan warga negara sangat
diberikan kesempatan seluas mungkin untuk dapat menurunkan atau menarik kembali
kewenangan yang diberikan kepada wakil mereka di pemerintahan karena melakukan

banyak penyelewengan dalam mengemban tugas.

Dalam kontrak sosial John Locke, terdapat tiga hubugan kepercayaan pokok, yaitu
yang memberi kepercayaan (trustor), yang diberi kepercayaan (trustee) dan yang
merasakan manfaat dari kepercayaan tersebut (beneficiary). Diantara trustor dan trustee
harus beneficiery, sedangkan trustee dan beneficiery tidak terdapat hubungan apapun,
hanya saja trustee menerima obligasi dari beneficiery secara sepihak. Dalam hubungan
kepercayaan diatas sangatlah nampak bahwasanya dalam kontrak sosial John Locke,
kewenangan yang dipasrahkan pada trustee sangatlah terbatas dan dapat saja sewaktu-

waktu ditarik kembali.

Dari paparan konsep john locke sangatlah jelas disebutkan bahwasanya sumber
kewenangan yang diberikan trustor pada trustee tidak lain adalah kewengan dari
masyarakat itu sendiri. Dimana kepatuhan politik masyarakat akan berjalan ketika
kewenangan masih dipercayakan pada trustee. Sehingga pemerintah tidak mempunyai
cukup kewenangan untuk dapat memerintah rakyat serta menjalankan fungsi kenegaraan.
Dalam kontrak sosial Locke terdapat beberapa sifat kontrak sosil yang perlu dicatat.
Pertama, prinsip di balik yang menggerakkan persetujuan bukanlah rasa takut akan
kehancuran, akan tetapi keinginan menghindari dari gangguan keadaan alamiah. Kedua,
indivudu tidak menyerahkan hak-hak alamiahnya pada kelompok tersebut hak-hak
subtansial akan tetapi hanya hak untuk melakukan hukum alam. Ketiga, hak yang
diserahkan oleh individu bukan pada seorang atau kelompok tertentu tetapi kepada

seluruh komunitas.
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Hukum adalah produk politik penguasa, dan demokrasi merupakan sebuah
konsep yang harus diberlakukan, apabila ketidakadilan hukum terhadap kepentingan
kelompok mayoritas (rakyat) tersebut dihilangkan, ini berarti contoh tidak
terakomodirnya aspirasi rakyat. Keadilan bukan milik pengusa dan kelompok yang
terkuat, akan tetapi milik semua manusia. Misalnya perbudakan, praktik ini tergolong
klasik dan penuh dengan perjanjian yang mengikat antara majikan dan sibudak yang
diambilnya.

Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan
perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan
tidak memihak dan pinjaman hak asasi manusia, adapun konsep rechtsstaatmempunyai
ciri-ciri berikut: 1) Adanya perlindungan terhadap HAM 2) Adanyapemisahan dan
pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjaminperlindungan HAM 3)

Pemerintah berdasarkan peraturan.

Kontrak social dalam Politik Hukum

Politik hukum menurut Mahfud MD adalah “legal policy” atau garis (kebijakan)
resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan penyusunan hukum baru
maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.'?
Adapun Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas pemilih dan cara
yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu.'® Secara
konstitusional, Indonesia adalah negara hukum. Maka, secara das sollen, hukum harus
menjadi payung utama dalam penyelenggaraan negara.’* Hukum hidup di dalam
masyarakat. Hukum disusun oleh manusia dan diperuntukkan bagi kehidupan manusia yang
lebih baik. Untuk mengatur keharmonisan dalam kehidupan sebagau warga Negara perlu
adanya ikatan kontrak social dalam masyarakat berupa peraturan yang mengikat
bersama sehingga tidak saling tumpah tindih dalam menggunakan hak asasinya sebagai

warga Negara.

Politik hukum hadir sebagai pertemuan antara realitas dan tuntutan idealisme.
Titik pertemuan ini dibutuhkan karena das solen (apa yang seharusnya) tidak mungkin

sepenuhnya lahir dari das sein (apa yang senyatanya). Idealitas mengenai “apa yang seharusnya”

2 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia (Jakarta: PT Rajawali Press, 2009), hal.1.
13 Satjipto Raharjo, IImu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) 352-353.
14 Saugi Futagi, “Perkembangan Dan Pergeseran Hukum Nasional,” Jurnal Mlangi Vol.1 (2014),hal.85.
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memiliki nilai-nilai yang sentral danhierarkis, yang atas dasar nilai tersebut sebuah perubahan

dan perbaikan atas segala sesuatu diharapkan bersumber.%®

Memahami politik hukum merupakan bagian penting proses menelusuri awal mula
munculnya sebuah produk hukum. Politik hukum merupakan garis kebijakan yang melatar
belakangi sebuah peraturan perundang-undangan masuk sebagai prioritas dalam program
legislasi nasional. Dalam hal ini, harus diakui bahwa garis kebijakan tidak bisa dilepaskan
dari keberpihakan para pemangku kebijakan. Karenanya, memahami politik hukum sama

juga denganupaya untuk memahami keberpihakan para pemangku kebijakan.

Adapun yang dimakasud dengan keberpihakan menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah hal berpihak pemerintah kepada rakyat dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan sosial.’® Keberpihakan negara adalah bentuk kehadiran negara dalam
memenuhi kewajiban dan tujuan utama keberadannyauntuk rakyatnya. Keberpihakan akan
dapat dilihat dari iktikad baik penyelenggara negara dalam berbagai aspek. Salah satu
wujud keberpihakannegara adalah dengan merealisasikan amanah konstitusi ke dalam

regulasi yanglebih konkrit dan aplikatif.

Menurut teori pembentukan peraturan perundang-undangan, proses penyusunan
regulasi selalu berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang terkait regulasi itu
sendiri. Karenanya, untuk membaca arah kebijakan dan keberpihakan negara dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari sudut pandang politik
hukum. Politik hukum sebagai pisau analisa biasa digunakan untuk menangkap motif dan
arah sebuah kebijakan negara. Dari analisa tersebut, dapat dipahami bahwa dengan
mengetahui motif para pemegang kebijakan, maka akan dapat terbacasejaun mana
keberpihakan para pemegang policy negara terhadap persoalan yang dihadapi oleh

rakyatnya.’

Keperpihakan negara terhadap sistem pendidikan yang diberlakukan sejak
kemerdekaan Indonesia bersifat sentralistik. Pemerintah mendorong rakyat untuk ikut
serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang berkualitas. Akan

tetapi definisi mengenai pendidikan yang berkualiatas itu, secara sepihak didefinisikan

15 Bernard L. Tanya, Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011),
h. 14

16 Arti Kata Keberpihakan,” n.d. Diakses pada tanggal 14 Juni 2022, Pukul 16.02.

17 Janah, “Keberpihakan Negara Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Pedesaan.”
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berdasarkan pemahaman tunggal. Hal inilah yang kemudian menyebabkan sistem
pendidikan asli Indonesia seperti pesantren, yang notabene-nya berbeda dengan sistem
sekolah yang dirancang oleh negara, seolah tidak mendapatkan tempat. Sebelum
disahkannya UU No. 18/2019, Pesantren tidak tercatat sebagai bagian darisistem
pendidikan nasional. Karenanya, lulusan pesantren tidak dianggap setara dengan lulusan
sekolah dengan standar pendidikan nasional. Cara negara mendudukkan pesantren di
hadapan sistem pendidikan nasional sebelum disahkannya UU No0.18/2019 cukup

merugikan pesantren.

Politik pendidikan selalu dikendalikan oleh pemerintah suatu negara. Artinya
diskursus politik pendidikan harus mengacu pada bentuk-bentuk kebijaksanaan di bidang
pendidikan yang ditempuh pemerintah sebagai bagian integral dari program
pembangunannya. Seolah-olah kebijaksanaan pendidikan yang ditangani pihak swasta,
baik secara individu maupun kolektiftidak layak disebut sebagai politik pendidikan. Jika
politik pendidikan secara ketat hanya wewenang pemerintah, agaknya sulit memasukkan

kebijaksanaan-kebijaksanaan pendidikan pesantren sebagai cakupannya.®

Sistem pendidikan pesantren ketika dinilai melalui parameter modernisasi selalu
dipandang negatif karena terlalu mempertahankan tradisi dan kurang tanggap terhadap
perkembangan dan perubahan zaman. Tapi belakangan terdapat aspek tertentu yang secara
jujur diakui sebagai kelebihan pesantren.!® Kelebihan yang kemudian menarik bagi para
akademisi untuk “melirik” pesantren sebagai model pengembangan pendidikan karakter
di Indonesia. Sistem pendampingan secara keseharian yang diselenggarakan olehpesantren

menjadi tempat yang paling cocok untuk proses pembiasaan.
Nilai agung pesantrean sebagai tawaran kontrak social dengan Negara

Pesantren memiliki peran multi-dimensi dalam kehidupan berbangsawdan bernegara.?’
Baik itu terkait dengan peran di bidang pendidikan, maupundalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Peran pesantren di bidang pendidikan  dapat dirunut sejak zaman
Walisongo. Pesantren menyadari perlunya perubahan atau penambahan dalam sistem

pendidikannya, setelah melihat sistem pendidikan klasikal yang dikembangkan oleh

18 Mujamil Qamar, Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi(Jakarta: Penerbit
Airlangga, 2016), hal xvi.

19 1hid.

20 Nuraeni, “Eksistensi Pesantren Dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren.”
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Belanda. Maka pada awal abad ke-20, pesantren mulai mengenal System pendidikan
klasikal.?! Madrasah dan pesantren memiliki hubungan yang sangat erat. Sistem
pendidikan pesantren yang membentuk sikap disiplin, kerja keras, dan saling menghargai,
menjadi ciri khas tersendiri. Tradisi pesantren yang berakarkuat ini dapat dimaklumi,
karena pendidikan pesantren memang telah berlangsung turun temurun selama kurang
lebih 800 tahun.?

Peran pesantren dari aspek kebangsaan dapat dirunut dari peranan Kiai dan santri
dalam ikut serta merebut kemerdekaan Indonesia. Para ulama menggerakkan pesantren
dan kelompok tarekat dalam sebagian aksi melawan Belanda. Dengan basis pesantren dan
jaringan tarekat, para ulama menyatukan masyarakat Islam guna melakukan perlawanan

terhadap tekanan Belanda.?®

Pada awal kemerdekaan Indonesia, ketika Belanda melancarkan agresi militer, KH.
Hasyim Asy’ari, seorang Kiai kharimatik dan pendiri Nahdlatul Ulama menyerukan resolusi
jihad pada tanggal 22 Oktober 1945.% Resolusi Jihad inilah yang kemudian menjadi tuas
pengungkit bagi perjuangan rakyat melawan Belanda. Resolusi jihad diserukan karena besarnya
kecintaan Kiai dan orang-orang pesantren terhadap Indonesia dan keinginan

mempertahankankemerdekaannya.

Pasca kemerdekaan Indonesia, baik pada orde lama, orde baru maupun orde reformasi,
peran pesantren juga tidak dapat diabaikan. Pesantren menjadi garda terdepan dalam
mempertahankan multikulturalisme-multireligius dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Sejak masa orde lama, orang-orang pesantren memposisikan dirinya sebagai
warganegara yang baik. Ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara
mengembangkan sistem pendidikan yang menjadi ciri khasnya.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang Indegenous Indonesia. Tujuan utama
pendirian pesantren adalah tafaqquh fiddin. Karena niat yang kuat dalam mendalami ilmu agama
inilah, meski tanpa penghargaan yang cukup darinegara selama lebih dari setengah abad

Indonesia merdeka, namun tidak ada sedikitpun niat orang-orang pesantren, terutama

2L MA Sahal Mahfudh, Nuansa Figh Sosial (Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2012), hal 174-175.

22 Zamakhsyari Dlofier, Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kiai Dan Visinya MengenaiMasa Depan
Indoensia (Jakarta: LP3ES, 2011), cet.ke-8. hal.168.

23 Bizawie, Laskar Ulama Santri Dan Resolusi Jihad, Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949).

24 1bid, hal.196.
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pesantren dari kalangan nahdliyyin, untuk melapaskan diri dari NKRI. Hal ini karena selain
memiliki tujuan untuk mendalami ilmu agama (tafaqquh fiddin), orang-orang pesantren juga
memiliki keyakinan kuat untuk melaksanakan tujuan mulianya, yakni izzullslam wal muslimin.
Namun, berbeda dengan kaum radikal yang memaknai izzul Islam wal muslimin dengan
keharusan mendirikan negara khilafah, orang-orangpesantren memiliki pemaknaan tersendiri

yang menguatkannya untuk tetap berjuang dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.

Izzul Islam wal muslimin yang secara harfiah dapat dimaknai sebagai keagungan Islam
dan umatnya. Namun, orang-orang pesantren dalam hal ini adalah nahdliyyin menafsirkan izzul
Islam wal muslimun dalam arti yang lebih luas. Semua tindakan yang dianggap dapat
meningkatkan iman atau kepentingan masyarakat, temasuk dalam cakupannya.?® Oleh
sebab itu, sepanjang keberadaannya, pesantren yang diasuh oleh orang-orang Nahdlatul
Ulama (nahdliyyin), selalu konsisten dalam memaknai Islam sebagai rahmat untuk semesta
dan mengejawantahkan nilai-nilai hubbul wathan minal iman, dalam kehidupan

kesehariannya.
Pengesahan uu no. 18 tahun 2019 wujud kontrak social Antara Negara dan masyarakat

Jika dirunut lebih dalam, sebenarnya sebelum disahkannya UU No. 18/2019
tentang Pesantren, secara legal formal keberadaan pesantren di Indonesia mulai terbaca
sejak disahkannya UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 30 Ayat (4)
disebutkan bahwa pesantren berfungsi sebagai satuan pendidikan yang mempersiapkan anak
didiknya untuk menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran
agamanyadan/atau menjadi ahli ilmu agama (tafaqquh fiddin).?® Apa yang tertera dalam
Pasal 30 Ayat (4) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional danaturan
turunannya itu, sebenarnya sudah menunjukkan pengakuan negara terhadap keberadaan

pesantren.

Akan tetapi, hal itu dirasa masih belum memenuhi harapan orang-orang pesantren
karena peraturan perundang-undangan tersebut belum menempatkan pesantren sebagai
lembaga pendidikan yang setara dengan lembaga pendidikan lainnya yang diakui oleh negara.

Kemudian disusul dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 55/2007 tentang

%5 Greg Fealy, ljtihad Politik Ulama (Y ogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003), hal.88.
2 Gazali, “Pesantren Di Antara Generasi Alfa Dan Tantangan Dunia Pendidikan Era Revolusilndustri 4.0.”
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Pendidikan Agamadan Keagamaan serta disusul dengan diterbitkannya Peraturan Menteri
AgamaNo. 13/2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Keberpihakan negara terhadap pesantren mulai terasa lebih tegas termaktub dalam
bentuk peraturan perundang-undangan, sejak diterbitkannya PMA No. 18/2014 tentang
Satuan Pendidikan Mu’adalah pada Pondok Pesantren dan PMA No. 71/2015 tentang
Ma’had Aly. Pesantren mu’adalah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang
diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren. Satuan pendidikan keagamaan
ini mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan kekhasan pesantren. Dengan basis kitab
kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan berjenjang dan terstruktur, pesantren
mu’adalah ini dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di
lingkungan Kementerian Agama. Berdasarkan PMA No. 18/2014 ini, pemerintah
memberikan izin bagipesantren yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan sistem
pendidikannya sendiri dan mengakui ijazah pesantren mu’adalah tersebut tanpa
mengharuskan pesantren yang dimaksud untuk mengikuti ujian dengan kurikulum

standar nasional.

PMA No.18/2014 tentang Pesantren Muadalah menjadi titik penting perjalanan
pengakuan negara terhadap ijazah lulusan pesantren salaf yang menyusun standar dan
kurikulumnya sendiri tanpa mengikuti ujian nasional. Dilihat dari sudut pandang politik
hukum, pengakuan negara terhadap lulusan pesantren ini sangat penting. Pengakuan
terhadap pesantren ini semestinyatelah diberikan oleh negara, setengah abad yang lalu.
Namun, meski keberpihakan negara terhadap sistem pendidikan pesantren ini baru
tercipta pasca lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, tentu kebijakan strategis yang
diambil oleh pemerintah ini, harus tetap diapresiasi.

Selama ini, pemerintah memang berketetapan untuk menerapkan politik pendidikan
yang sentralistik. Pemerintah menganggap lembaga pendidikan yang tidak mengikuti
standarisari dalam politik pendidikan yang digariskan oleh negara, maka dianggap sebagai
lembaga pendidikan non-formal yang ijazahnya tidak diakui oleh negara. Namun meski
demikian, pada kenyataannya, tidak sedikit pesantren yang memilih tidak mengikuti
kurikulum standar nasional sebagaimana yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan
ataupun kementerian agama. Pilihan pesantren untuk bersikukuh dengan metode

pembelajaran salafnya dan memilih untuk menetapkan kurikulumnya sendiri,
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menyelenggarakan ujian serta menetapkan standar kelulusannya secaramandiri, merupakan
bentuk pernyataan sikap yang perlu untuk dihargai. Dan kebanyakan pesantren yang memilih
untuk tetap mandiri dengan kurikulum dan standar pembelajarannya ini adalah pesantren-
pesantren yang berusia tua, bahkan lebih tua dibandingkan usia negara ini. Hal penting
yang harus dipahami adalah bahwa keengganan pesantren untuk mengikuti standar
pendidikan nasional bukan disebabkan oleh ketidak patuhannya terhadap negara. Akan
tetapi, pesantren-pesantren tersebut bersikukuh dengan sistem pendidikannya sendiri karena
mereka memiliki akaryang kuat. Pada kenyataannya, pesantren memang bukan sekedar
lembaga pendidikan. Namun pesantren merupakan sistem pendidikan yang memiliki akar
tradisi, sejarah dan sanad keilmuan yang kuat. Hal inilah yang menjadikan pesantren
memiliki sistem pendidikan yang kukuh, baik secara gagasan maupun secara aplikasi

dalam kehidupan sehari-hari.

Santri di pesantren bukan hanya mempelajari berbagai macam disiplin ilmu
pengetahuan. Bahkan lebih dari itu, santri mampu menempatkan agama yang selama ini
menjadi ideologi pendidikan pesantren sebagai pemandu dalam berperilaku. Inilah yang
membedakan pesantren dengan lembaga lainnya yanglebih menekankan aspek kognitif
dengan asumsi bahwa pemahaman keilmuan yang baik akan menuntun ke arah kehidupan
yang lebih baik.?” Pesantren merupakan aset bangsa. Pola pendidikan karakter yang
diterapkan dalam sistem pembelajaran pesantren membuat alumni pesantren memiliki
keunggulan di banding lulusan lembaga pendidikan lainnya. Terutama dalam hal penguasaan

pengetahuan keagamaan, kemandirian, semangat kebangsaan, gotong royong dan toleransi.

Jika politik pendidikan yang diterapkan negara selama ini tidak berpihak pada
pesantren, bisa jadi karena dipengaruhi oleh dua hal. Pertama; negara menginginkan
sentralisasi sistem dan standar pendidikan. Keinginan yangkemudian diejawantahkan dalam
bentuk standarisasi kurikulum, ujian nasional dan kompetensi lulusan ini, kemudian
mempengaruhi  kebijakan-kebijakan lainnya. Termasuk kebijakan yang menafikan
keberadaan pesantren sebagai model pendidikan yang asli Indonesia, karena proses
belajar mengajar di pesantren dianggap tidak sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan

oleh negara. Kedua; Pesantren dikesankan sebagai lembaga pendidikan tradisional yang jauh

27 \Wahrodi, “Pendidikan Karakter Di Pesantren Dalam Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh,
Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman 2, no. 2 (2013).
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dari perkembangan sains dan teknologi. Kesan tersebut membawa dampak terhadap
anggapan bahwa santri adalah kaum tradisional yang terbelakang. Karenanya, keilmuan
yang dikembangkan pesantren dianggap sebagai pengetahuan yang ketinggalan zaman dan
tidak sesuai dengan standar pendidikan nasional. Kesan ini tentu saja hanya mungkin
muncul karena ketidaktahuan dan gap komunikasi antara orang-orang pesantren dan

komunitas di luar dirinya.

Lahirnya UU No. 18/2019 membawa harapan baru bagi pesantren. Landasan
sosiologis yang tertera dalam konsideran UU No. 18/2019 menyatakan bahwa sebagai
upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan, pesantren yang tumbuh dengan
kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin
dengan melahirkan manusia yang cinta tanah air. Serta terbukti memiliki peran nyata dalam
perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka NKRI.
Adapun landasan yuridis UU No. 18/2019 adalah untuk menjamin penyelenggaraan
pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat,
diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan

tradisi dan kekhasannya.

Mengenai kekhasan pesantren sebagai lembaga yang telah teruji lebih dari satu abad ini,
sempat menimbulkan kegamangan di benak orang-orang pesantren sendiri terhadap
inisiatif digulirkannya UU tentang Pesantren. Kekhawatiran ini terutama timbul karena
trauma yang dialami oleh orang-orang pesantren terkait intervensi negara terhadap
sistem pendidikan pesantren. Selama ini diyakini bahwa kemandirian pendanaan menjadi
poin utama untuk menuju kemandirian sistem pendidikan dan tradisi pesantren.Dengan
adanya kebijakan anggaran untuk pesantren yang diatur di dalam UU No. 18/2019 itu, maka
kekhawatiran terhadap potensi intervensi negara terhadap Pesantren akan semakin
tinggi.

Selain itu, pengesahan UU No. 18/2019 juga sempat menuai pro-kontra yang
melibatkan dua Ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan
Muhammadiyah. PP Muhammadiyah mewakili 10 ormas danpesantren meminta agar DPR

menunda pengesahan RUU Pesantren. Sebaliknya, NU justru meminta DPR untuk
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mempercepat pengesahan RUUini.?® Muhammadiyah melalui surat kepada Ketua DPR
meminta RUU Pesantren ditunda. Selain Muhammadiyah, RUU pesantren juga sempat
dimintakan penundaan pengesahannya oleh beberapa ormas Islam lainnya. Misalnya
Aisyiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Persatuan Islam (PERSIS), Dewan
Dakwah Islamiyah (DDI), Nahdlatul Wathan (NW).?

Terlepas dari pro-kontra yang hadir bersamaan dengan proses pengesahan UU No.
18/2019 tentang Pesantren ini, banyak hal bermanfaatyang menjadi pesan paling kuat dari
disahkannya undang-undang tersebut. Pesan paling kuat dalam membaca UU Pesantren
adalah rekognisi atau pengakuan negara terhadap lulusan pesantren, baik yang formal
maupun non- formal. Rekognisi adalah hal atau keadaan yang diakui, pengakuan,
pengenalan, penghargaan.®® Paling tidak terdapat lima poin penting dalam memahami

UU Pesantren sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap pesantren:

Pertama; Keberpihakan negara terhadap pesantren dalam UUN0.18/2019 dapat
dilihat dari akses yang diberikan kepada pesantren dan pengakuan negara terhadap
pesantren. Mengenai akses dan peran pesantrenyang termaktub dalam undang-undang
tersebut paling tidak meliputi: (1) memberikan pengakuan (rekognisi), afirmasi, dan
fasilitasi kepada pesantren berdasarkan kekhasannya; (2) lulusan pesantren dapat
melanjutkan jenjang perguruan tinggi berbagai jurusan, dan mudah akses kerja seperti yang
lain; (3)memberikan peran yang lebih besar kepada pesantren dalam pembangunan di bidang

agama, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kedua; upaya penguatan kualitas santri. Penguatan kualitas santri yang dimaksud di
sini adalah penguatan dalam arti pengakuan tradisi akademik pesantren. Ketiga; menjaga
kekhasan, bukan penyeragaman. Undang-undang ini tidak meredupkan nilai dan
keunggulan khas pesantren. UU No. 18/2019 tidak menjadi pintu masuk untuk
formalisasi dan penyeragaman pesantren. Keempat; menjaga independensi, bukan

intervensi. UU No. 18/2019 tidak melemahkan watak independen pesantren, tidak boleh

2 Ade Irmansyah, “Soal RUU Pesantren, NU Dan Muhammadiyah Beda Pendapat,” Law-Justice.Co,
2019, Soal RUU Pesantren, NU dan Muhammadiyah Beda Pendapat (law-justice.co), diakses pada tanggal 27
April 2021, Pukul 11.42.

2 Rakhmad Hidayatulloh Permana, “Kontroversi UU Pesantren: Kitab Kuning Dan Dana Abadi,
Kontroversi UU Pesantren: Kitab Kuning Dan Dana Abadi,” Detik.Com, 2019, diakses pada tanggal 27 April
2021, Pukul 10.37.

30 “Arti Kata Rekognisi,” n.d.
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mengintervensi pesantren, termasuk manajemen dan tata kelola keuangan pesantren.
Kelima; menjaga komitmen kebangsaan. UU NO0.18/2019 mencegah penyalahgunaan
pesantren untuk indoktrinasi terorisme, pengembangan intoleransi, dan penolakan

konsensus kebangsaan atas nama agama.

Kelima poin di atas dapat terbaca secara jelas dalam Pasal-Pasal yang tertera dalam
UU No0.18/2019 tentang Pesantren. Misalnya dalam Pasal 1 UU No0.18/2019 yang
mendefinisikan pendidikan pesantren sebagai pendidikan yang diselenggarakan oleh
pesantren dan berada di lingkungan pesantren. Pendidikan tersebut dilakukan dengan
mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning
atau dirasah Islamiah. Definisi ini diperkuat dengan Pasal 13 UU No. 18/2019 yang
menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pesantren, kajian kitab kuning atau dirasah
Islamiah dengan pola pendidikan muallimin dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan
komprehensif. Adapun kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah tersebut dilaksanakan dengan
menggunakan metode sorogan, bandongan, metode klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau

metode pembelajaran lainnya.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memberikan pengakuan kepada
pesantren dan sekaligus memberi ruang kepada pesantren untuk tetap menerapkan sistem
pembelajarannya seperti yang telah lama diterapkan di pesantren. Termasuk dalam
penggunaan metode pembelajaran, sumber belajar, hingga media pembelajaran yang
digunakannya. Kitab kuning sebagaikhazanah keilmuan pesantren, dipertegas dalam undang-
undang tersebut. Hal ini harus diakui belum pernah ada dalam Undang-Undang sistem

pendidikan nasional yang ada sebelumnya.

Kekhawatiran tentang intervensi negara yang mengancam kemandirian pesantren
sempat muncul dengan adanya Pasal 15 UU No. 18/2019 yang menyatakan bahwa
Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan
nasional. Namun Pasal ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Karena, ketentuan yang
tertera dalam Pasal 15 ini tidak terpisah dengan ketentuan Pasal 16 yang menyatakan
bahwa Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi,
dan kurikulum pendidikan masing-masing pesantren. Fungsi pendidikan pesantren yang
ditujukan untuk membentuk santri yang unggul dan mampu menghadapi perkembangan

Zaman.
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Proses pengembangan pesantren bukan hanya menjadi tanggung jawab internal
pesantren, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan
sumber daya manusia dan proses pembangunan manusia seutuhnya. Peningkatan dan
pengembangan peran serta pesantren merupakan langkah strategis dalam upaya mewujudkan
tujuan pembangunan nasional, terutama sektor pendidikan. Selain itu, dalam kondisi
bangsa yang tengah mengalami krisis moral, pesantren sebagai lembaga pendidikan

diharapkan mampu membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral masyarakat.*!

Selain pengakuan terhadap kekhasan pesantren, keberpihakan Negara terhadap
pesantren dapat dibaca pula melalui kebijakan anggaran yang ditetapkan pemerintah
dalam penyokong keberlangsungan pesantren. Akan tetapi sokongan dana yang diberikan
melalui anggaran negara untuk pesantrenini, bukanlah pembiayaan yang bersifat mengikat

dan intervensif terhadap pesantren.

Bantuan pemerintah kepada pesantren tentu memiliki konsekuensi yang harus
diantisipasi oleh pesantren. Misalnya bagaimana pesantren memahami teknis pencairan dana,
hingga pelaporan dan akuntabilitas penggunaan dana. Sisi positif adanya regulasi yang
mengatur tentang kebijakan anggaran negara untuk pesantren antara lain: (1) pesantren
memiliki peluang untuk mengembangkan diri yang berasal dari dana resmi pemerintah; (2)
pesantren dapat belajar mengenai sistem managemen dan akutansi yang lebih baik guna
akuntabilitas dan pertanggungjawaban penggunaan dana; (3) pesantren dapat lebih waspada
dalam menerima bantuan yang tidak jelas yang mengarah pada pencucian uang atau
penyaluran dana dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab; (4) pesantren tetap
memiliki keleluasaan untuk mencari sumber dana yang halal dari selain pendanaan dari

anggaran negara.

Keberpihakan Negara dalam hal lain bisa dibaca pada penjelasa pasal 5 junto pasal
11 dan 12 tentang unsur sebuah pesantren yang harus menyediakan asrama dan masjid.
Pada penjelasan disebutkan bahwa unsur tersebut tidak diharuskan berupa bangunan
kusus atau gedung yang sekiranya bisa digunakan untuk proses belajar.

31 Maulana Arif Setyawan, “UU Pesantren: Local Genius Dan Intervensi Negara TerhadapPesantren,”
Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 4, no. 1 (2019).
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Pengesahan UU No. 18/2019 tentang Pesantren harus terus dikawal. Baik pada
peraturan perundang-undangan di bawahnya maupun pada pelaksanaannya. Regulasi
turunan haruslah selaras dengan semangat dan mandat rekognisi kepada pesentren. Hingga
artikel ini selesai ditulis, paling tidak telah disahkan beberapa aturan turunan dan
Peraturan Daerah tentangpesantren. Antara lain: PMA No. 30/2020 tentang Pendirian
dan Penyelenggaraan Pesantren, PMA No. 31/2020 tentang Pendidikan Pesantren, PMA No.
32/2020 tentang Ma’had Aly, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pesantren

yang menjadi panduan dalam pelaksanaan di ranahyang lebih teknis.

Sinkronisasi regulasi sangat dibutuhkan agar keberpihakan negara yang tercermin dari
Pasal-Pasal dalam UU No. 18/2019 semakin kuat dan dapat mencapai kemaslahatan
bersama. Hal ini penting dilakukan agar peraturan perundang-undangan yang diperjuangkan
oleh orang-orang pesantren sendiri ini, jangan sampai menjadi boomerang untuk
pesantren, karena Kketidakpahaman para pemangku kebijakan. Aturan turunan UU
N0.18/2019 harusnya mampu menerjemahkan maksud dan tujuan dari undang-undang

yang menjadi payung utamanya.

KESIMPULAN

Kontrak social yang terjadi dalam UU No.18 tahun 2019 merupuakan ikatan
formal Antara Antara Negara dan komunitas pondok pesantrean. Ikatan formal itu
merupakan bentuk keberpihakan negara dalam memenuhi kewajiban dan tujuan utama
keberadannya untuk rakyatnya. Salah satu wujud keberpihakan negara adalah dengan
merealisasikan amanah konstitusi ke dalam regulasi yang lebih konkrit dan aplikatif.
Keberpihakan negara terhadap pesantren terwujud dalam pengesahan UU No. 18/2019
tentang Pesantren dengan poin utama: Pertama, akses yang diberikan kepada pesantren dan
pengakuan negara terhadap pesantren; Kedua, penguatan kualitas santri dalam arti pengakuan
tradisi akademik pesantren; Ketiga, menjaga kekhasan pesantren bukan penyeragaman
sistem pendidikan nasional; Keempat, menjaga independensi pesantren; Kelima, menjaga

komitmen kebangsaan.
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